
Posko THR Terima 14 Pengaduan, dari THR Hingga Tidak Digaji

https://poskota.co/

MATARAM – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencatat sebanyak

14 laporan masuk ke posko Pengaduan THR (Tunjangan Hari Raya) keagamaan selama lebaran Idul Fitri

tahun 2022, baik laporan secara virtual maupun yang datang langsung ke kantor Disnakertrans NTB.

“Total ada 14 pengaduan yang dilayangkan pekerja, yang melapor langsung ke kantor Disnakertrans NTB

dan  sekitar  10  melalui  online.  Ada  yang  disampaikan  langsung  ke  Pemerintah  Pusat.Kemudian

Kementerian  menyampaikan  via  online  melimpahkan  laporan  ke  Disnakertrans  NTB,”  kata  Kepala

Disnakertrans Provinsi NTB I Putu Gede Aryadi.

Disampaikan Gde,  laporan yang diterima di  Posko Pengaduan THR Disnakertrans  NTB,  tidak hanya

terkait  dengan  keterlambatan  pembayaran  THR selama  lebaran  Idul  Fitri  1443  Hijriyah,  tetapi  juga

laporan  terkait  tidak  dibayarkannya  gaji  pokok  mereka  oleh  perusahaan.  Khusus  laporan  mengenai

keterlambatan pembayaran THR hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah sudah diselesaikan 5 kasus. Sisanya

sedang  dilakukan  proses  penyelesaian  dengan  mempertemukan  perusahaan  dengan  pekerja  yang

bersangkutan.

“Bukan yang pembayaran lebaran tahun ini saja. Menyusul yang lama-lama itu mengadu juga. Contohnya

hari raya Nyepi belum dibayar. Tetapi tetap kita tindak lanjuti itu, kita konfirmasi ke perusahaannya lagi,”

katanya.

Dijelaskan Gde, sebanyak 14 laporan yang diterima, ada beberapa pekerja yang berasal dari perusahaan

besar, sekolah swasta, serta yayasan rumah sakit yang melapor. Sementara dari sekolah swasta di Kota
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Mataram  ini,  pekerja  mengaku  gaji  pokok  belum  dibayar  oleh  sekolah  tempat  mereka  mengajar.

Sedangkan pekerja dari Yayasan Rumah sakit menyebut THR hari raya Nyepi pada tahun 2022 belum

juga dibayar hingga sekarang.

Tapi  ada  3 perusahaan yang bukan hanya THR saja  tidak dibayarkan,  tetapi  gaji  pokok juga belum

dibayar.  Gajinya  tidak  dibayarkan  sesuai  perjanjian,  termasuk  belum  dimasukkan  ke  BPJS

ketenagakerjaan  (BPJamsostek).  Yang  dilaporkan  adalah  hak-hak  pekerja.  Contohnya  Jamsostek,

termasuk gaji sekian bulan. Kalau gaji saja belum dibayar apalagi THR.

Sehubungan dengan itu, kata Gde, langkah penyelesaian yang diambil Disnakertrans NTB, yakni akan

mempertemukan antara perusahaan dan pekerja. Jika setelah itu ada kesepakatan penyelesaian diantara

keduanya,  maka  masalah  pembayaran  gaji  dan  THR  dianggap  selesai.  Namun  jika  dengan  mediasi

diantara  mereka  belum  juga  mendapat  titik  temu  kedua  belah  pihak,  langkah  selanjutnya  dilakukan

sidang.

“Terdapat  5 atau 6 laporan,  diantaranya sudah ada penyelesaian antara  mereka.  Tapi  kalau tidak ada

penyelesaian, dilakukan mediasi untuk kemudian dilanjutkan dengan sidang. Namun biasanya rata-rata

perusahaan  dan  pekerja  sudah  ketemu  kesepakatannya  mau  dibayar  berapa.  Intinya  sudah  saling

memaklumi,” katanya. (cr-rat)

Sumber berita:
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2022

2. https://nasional.kontan.co.id, Posko THR Kemenaker Terima 2.114 Pengaduan, 21 April 2022

Catatan:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non upah

yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari  Raya

Keagamaan. 1

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang selanjutnya disebut THR Keagamaan adaiah pendapatan non upah

yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atau keluarganya menjelang Hari  Raya

Keagamaan. 2

1 Pasal  1  Angka  1  Peraturan  Menteri  KetenagaKerjaan  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Tunjangan  Hari  Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
2 Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  KetenagaKerjaan  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Tunjangan  Hari  Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
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THR Keagamaan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha

berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.3

Besaran THR Keagamaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau

lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah; 

2. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12

(dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: 

(Masa kerja/12) x 1 (satu) bulan upah.4

THR Keagamaan wajib  dibayarkan  oleh Pengusaha paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sebelum Hari  Raya

Keagamaan.5

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda sebesar 5%

(lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban

Pengusaha untuk membayar. 6

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

3 Pasal  2  Ayat  (2)  Peraturan  Menteri  KetenagaKerjaan  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Tunjangan  Hari  Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
4 Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  KetenagaKerjaan  Nomor  6  Tahun  2016  Tentang  Tunjangan  Hari  Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
5 Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
6 Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri KetenagaKerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
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